
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DA YA MINERAL 
REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTER! ENERGI DAN SU MB ER DA YA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR: 1887 K/12/MEM/2 01 8 

TENT ANG 

HAR GA JUAL EC ERAN JENIS BAHAN BAKAR MINY AK 

TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2 014 tentang 

Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran 

Bah an Bakar Min yak se bagaimana telah diu bah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 ten tang 

Peruba han atas Peraturan Presiden Nomor 19 1 Tahun 

2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga 

Jual Eceran Bahan Bakar Minyak serta ketentuan Pasal 

2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Energi 

dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Perhitunga n Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak 

sebagaimana telah beberapa kali diuba h terakhir dengan 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas 
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Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual 

Eceran Bahan Bakar Minyak, Pemerintah menetapkan 

Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu 

dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga 

Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan 

Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan; 

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4152); 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4746); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang 

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 

tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4996); 
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4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang 

Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran 

Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 

Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan 

Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 83); 

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); 

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual 

Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Energi 

dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 786); 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 



Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 
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MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN 

BAKAR MINY AK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR 

MINYAK KHUSUS PENUGASAN. 

Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik 

serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut: 

a. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu 

lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN); 

b. Minyak Solar (Gas Oi~ sebesar RpS.150,00 (lima ribu 

seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor (PBBKB). 

Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus 

Penugasan untuk jenis Bensin (Gasoline) RON 88 di titik 

serah, setiap liternya ditetapkan sebesar Rp6.450,00 (enam 

ribu empat ratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor (PBBKB). 

Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan 

Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA 

berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 pukul 00.00 WIB. 



KEEMPAT 

Tembusan: 
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Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

padatanggal 29 Juni 20 18 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

IGNASIUS JONAN 

1. Presiden Republik Indonesia 

2. Wakil Presiden Republik Indonesia 

3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

4 . Menteri Keuangan 

5. Badan Usaha Penerima Penugasan 

Salinan sesuai dengan aslinya 
~~~Cl DAN SUMBER DAYA MINERAL 

iro Hukum, / 

\ t-; 


